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Pelayanan publik di desa merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan desa.
Standar Pelayanan Minimal Desa merupakan suatu standar yang digunakan sebagai pedoman
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di desa. Standar Pelayanan
Minimal Desa (SPM Desa) telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pelayanan di desa dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa serta meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Namun hal itu masih menjadi suatu problematika
yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah karena dalam regulasinya yang masih
belum mengatur secara optimal Secara umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
tahun 2017 tentang Standar Pelayanan minimal Desa (SPM Desa) telah mengatur beberapa hal
terkait dengan pelayanan publik di desa, namun masih terdapat beberapa hal yang belum diatur

secara rinci seperti halnya mengenai standar pelayanan minimal bagi desa.

Desa merupakan salah satu elemen penting dalam pemerintahan di Indonesia. Pemerintah
Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat desa melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa. Namun, masih banyak desa
yang belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM
Desa). Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan minimnya infrastruktur menjadi kendala
utama dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi desa. Hal ini menyebabkan kesulitan
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Oleh karena itu, penting sekali
adanya peraturan yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM

Desa) tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan hasil dari studi
kepustakaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar
Pelayanan Minimal Desa. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis,
maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute

approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer,



bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum

yaitu penelitian kepustakaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pemerintah Desa (SPM) merupakan peraturan yang mengatur bahwa pemerintah desa
berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan kepada masyarakat.
Namun, dalam segi penerapannya masih belum bisa memberikan pelayanan yang optimal. Hal
ini menjadi suatu kekurangan dalam peraturan, karena desa memerlukan perhatian khusus
dalam memberikan pelayanan publik. Maka dari itu, perlu adanya suatu peraturan yang
mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) sehingga dapat
mewujudkan tujuan pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik, mempercepat penyelesaian masalah masyarakat, serta memberikan kepastian dan
keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menghadapi berbagai kendala. Seperti
halnya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dan kekurangan dalam pemahaman

dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal
Perdesaan sudah mengakomodir regulasi mengenai pelayanan yang harus diterima masyarakat
secara minimal. Namun, pada penerapannya masih belum bisa memenuhi kebutuhan perdesaan
di daerah terpencil dengan transportasi yang sulit. Desa-desa di daerah terpencil seringkali
memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, termasuk pelayanan pemerintahan

desa.
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ABSTRAK

Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) telah ditetapkan oleh pemerintah untuk
pelayanan di desa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa sebagaimana
diatur dalam Permendagri. Namun hal itu masih menjadi suatu problematika yang perlu
diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah karena penerapannya belum bisa direalisasikan secara
optimal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan analisis teks secara sistematis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal
Desa (SPM Desa) telah mengatur regulasi dasar mengenai pelayanan secara minimal yang
berhak diperoleh masyarakat desa. Tetapi segi penerapannya masih belum bisa memberikan
pelayanan yang optimal bagi masyarakat desa. Hal ini menjadi suatu kekurangan dalam
peraturan, karena desa memerlukan perhatian khusus dalam memberikan pelayanan publik.
Perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal
Desa (SPM Desa) sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerintahan desa yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian masalah masyarakat,
serta memberikan kepastian dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga
menghadapi berbagai kendala. Seperti halnya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran
serta kekurangan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban
mereka sebagai warga negara.

Kata Kunci (keyword): Pelayanan Publik, Pemerintahan Desa, Standar Pelayanan Minimal
Desa
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